Identifikasi Ketahanan Pangan Berdasar Aspek Akses Pangan di Kabupaten Batang by Widodo, Widodo et al.
 E.154 
 
 
Vol 2, No. 1 (2018) E-ISSN: 2615-7721 
P-ISSN: 2620-8512 
 
1 
2 
Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis UNS Ke 42 Tahun 2018 
 
“Peran Keanekaragaman Hayati untuk Mendukung Indonesia sebagai Lumbung Pangan 
Dunia” 
 
Identifikasi Ketahanan Pangan Berdasar Aspek Akses Pangan di Kabupaten 
Batang 
Widodo1, Oki Wijaya1, Indardi1, Heri Akhmadi1 
1 Program Studi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jln. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul 
Abstrak 
 
Peningkatan ketahanan pangan (food security) adalah salah satu dari program utama dalam 
pembangunan pertanian, selain pengembangan agribisnis. Penelitian memiliki tujuan untuk 
mengidentifikasi tipologi wilayah berdasarkan indikator ketahanan pangan pada tingkat wilayah 
desa. Penelitian dilakukan pada wilayah Kabupaten Batang. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari Dokumen Potensi Desa tahun 2016. 
Tahapan analisis dalam penelitian ini adalah penyusunan indikator ketahanan pangan, 
menghitung indeks masing-masing daerah dan disajikan dalam bentuk peta rawan pangan tingkat 
desa. Hasil penelitian indikator penduduk miskin di Kabupaten Batang menunjukkan bahwa 
sebanyak 56 desa tergolong pada tingkat rawan pangan, dari indikator penduduk berumur lebih 
15 tahun yang tidak tamat sekolah dasar ditemukan sebanyak 117 desa  berada pada tingkat 
rawan pangan, dan dari indikator rumah berdinding bambu ditemukan sebanyak 121 berada pada 
tingkat rawan pangan. Sementara itu tidak ada satu pun desa yang tergolong pada tingkat rawan 
pangan dilihat dari indikator rumah tangga tidak akses listrik. Secara komposit aspek akses 
pangan, Kabupaten Batang merupakan wilayah yang tahan pangan, namun terdapat 2 desa dalam 
kondisi rawan pangan.. 
 
Kata kunci: akses pangan, ketahanan pangan, kebijakan, wilayah 
 
Pendahuluan 
Peningkatan ketahanan pangan (food security) adalah salah satu dari program utama 
dalam pembangunan pertanian, selain pengembangan agribisnis (Wibowo, 2000). Hal ini 
dikarenakan pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia. Ketahanan pangan 
sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan 
nasional (Suryana dalam Purwantini, 2003). Bagi bangsa Indonesia, perhatian masalah pangan 
dinilai sangat strategis, diantaranya karena pangan menempati urutan terbesar pengeluaran 
rumah tangga. Data BPS tahun 2014 menyebutkan bahwa pengeluaran untuk pangan mencapai 
58,81 persen dari total pengeluaran rumah rumah tangga. 
Indonesia saat ini mengalami permasalahan kerawanan pangan yang cukup serius. 
Memang secara makro menurut data Susenas, ketersediaan produksi pangan dan pencapaian 
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kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan oleh AKE, AKP dan PPH telah menunjukkan kearah 
peningkatan yang berarti. Akan tetapi secara mikro menunjukkan masih banyak terjadi kasus 
kelaparan, busung lapar, kekurangan gizi (malnutrisi), kwashiorkor dan berbagai kasus gizi 
buruk lainnya diberbagai daerah wilayah tanah air. Hal ini umumnya terjadi pada rumahtangga 
miskin dipedesaan. Sebagaimana menurut Nainggolan (2006) sekitar 39.05 orang miskin di 
Indonesia dan 68 persen diantaran berada dipedesaan. Golongan inilah yang paling rentan terjadi 
kerawanan pangan. Hal ini disebabkan aksesibilitas kemampuan membeli bahan pangan pada 
golongan ini masih sangat rendah. 
Pemantapan ketahanan pangan tidak terlepas dari penanganan kerawanan pangan. 
Karena kerawanan pangan merupakan penyebab penting instabilitas ketahanann pangan suatu 
wilayah. Kerawanan pangan dapat disebabkan karena kendala yang bersifat kronis seperti 
terbatasnya sumber daya dan kemampuan, maupun yang bersifat sementara seperti tertimpa 
musibah atau bencana alam. Penanganan rawan pangan dapat dilakukan melalui deteksi dini 
dengan mengidentifikasi tipologi wilayah berdasarkan indikator ketahanan pangan pada daerah 
tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi ketahanan pangan Kabupaten 
Batang berdasarkan akses pangan. 
Metodologi 
Penelitian dilakukan pada wilayah Kabupaten Batang. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari Dokumen Potensi Desa tahun 2016. 
Beberapa kategori data yang dibutuhkan antara lain, data kependudukan, data ekonomi, data 
kependidikan, data pertanian, data kesehatan dan data infrastruktur wilayah.  
Tabel 1. Kriteria indikator aspek akses pangan 
Kategori Persentase 
penduduk 
miskin 
Persentase 
rumah 
tangga tidak 
akses listrik 
Persentase 
rumah 
berdinding 
bambu 
Persentase 
rumah 
berdinding 
bambu 
Akses 
Pangan 
Sangat rawan ≥ 35 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 30 ≥ 0,80 
Rawan 25 – 35  40 – 50 40 – 50 25 – 30 0,64 – 0,80 
Agak rawan 20 –  < 25 30 –  < 40 30 –  < 40 20 –  < 25 0,48 –  < 0,64 
Cukup tahan 15 – < 20 20 – < 30 20 – < 30 15 – < 20 0,30 – < 0,48 
Tahan 10 – < 15 10 – < 20 10 – < 20 10 – < 15 0,16 – < 0,30 
Sangat tahan < 10 < 10 < 10 < 10 < 0,16 
Untuk mengidentifikasi daerah rawan pangan, tahap pertama yang dilakukan adalah 
menentukan indikator akses pangan. Indikator yang digunakan meliputi persentase rumah yang 
terbuat dari bambu, persentase tingkat penduduk tidak bekerja, persentase penduduk miskin, 
persentase penduduk tidak akses listrik, persentase pendidikan penduduk < SD. Indikator pada 
aspek akses pangan dapat dilihat secara rinci pada Tabel 1. 
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Hasil dan Pembahasan 
Indikator penduduk miskin 
Kemiskinan di Kabupaten Batang masih menjadi masalah yang dihadapi, walaupun 
menunjukan penurunan (Tabel 2). Dari tahun 2011 sampai 2014 kecenderungan mengalami 
penurunan hingga 0,8 persen/tahun. Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen dari 
tahun sebelumnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa program pengentasan kemiskinan perlu 
mendapat perhatian serius dalam rangka mencapai poin kesatu Millennium Development Goal 
(MDG) yaitu menghilangkan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim. 
Tabel 2. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batang  
Tahun Penduduk 
(jiwa) 
Penduduk 
Miskin 
Persentase 
(%) 
Perkembangan 
(%) 
2011 715.506 95.306 13,47 -1,20 
2012 722.596 89.800 12,40 -1,07 
2013 729.591 87.500 11,98 -0,44 
2014 736.497 82.120 11,13 -0,83 
2015 743.090 83.500 11,27 0,14 
Sumber: BPS Kabupaten Batang. 
Ketahanan pangan dilihat dari indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten 
Batang, menunjukkan bahwa pada tahun 2015 persentase penduduk miskin sebesar 11,24 
persen, artinya pada kategori tahan pangan. Sementara dilihat dari sebaran tingkat 
desa/kelurahan, Tabel 3 menunjukkan kategori ketahanan yang bervariasi. Kondisi tersebut 
mencerminkan belum meratanya penurunan tingkat kemiskinan di setiap desa/kelurahan di 
Kabupaten Batang. Masih banyak desa yang persentase kemiskinannya mencapai lebih dari 20 
persen. 
Tabel 3. Sebaran akses pangan tingkat desa/kelurahan berdasarkan indikator persentase 
penduduk miskin 
Kriteria Jumlah Desa/kelurahan Persentase (%) 
Sangat rawan 9 3,63 
Rawan 18 7,26 
Agak rawan 29 11,69 
Cukup tahan 32 12,90 
Tahan 36 14,52 
Sangat tahan 124 50 
Jumlah 248 100 
 
Jumlah desa yang masuk sangat tahan pangan sebesar 50 persen, dan pada kategori cukup 
tahan pangan dan tahan pangan, masing-masing secara berurutan sebesar 12,90 persen dan 
14,52 persen. Jumlah desa yang masuk pada agak rawan pangan, rawan pangan, sangat rawan 
pangan sebanyak lebih dari 20 persen (Tabel 3)
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Indikator rumah tangga tidak akses listrik 
Perkembangan suatu wilayah umumnya dipengaruhi oleh infrastruktur yang tersedia 
di wilayah tersebut. Salah satu infrastruktur penting untuk perkembangan suatu wilayah yaitu 
adanya listrik. Ketersediaan akses listrik yang memadahi dapat digunakan untuk menciptakan 
usaha dan menaikkan produktivitas sumber daya manusia, sehingga dapat menciptakan 
lapangan pekerjaan baru dan lebih banyak menghasilkan barang dan jasa 
Tabel 4. Sebaran akses pangan tingkat desa/kelurahan berdasarkan indikator rumah tangga 
tidak akses listrik 
Kriteria Jumlah Desa/kelurahan Persentase (%) 
Sangat rawan 0 0 
Rawan 0 0 
Agak rawan 0 0 
Cukup tahan 0 0 
Tahan 0 0 
Sangat tahan 248 100 
Jumlah 248 100 
Sumber: data sekunder diolah 
Sebaran desa/kelurahan yang jumlahnya sebanyak 248 desa/kelurahan kondisinya 
berada pada kategori sangat tahan. Hasil sebaran kondisi wilayah tersebut menunjukkan 
bahwa semua wilayah dalam kondisi sangat tahan. Hal tersebut menunjukkan adanya 
kemudahan dalam mendapatkan akses listrik dan merata diberbagai wilayah (Tabel 4)  
Indikator penduduk tidak tamat SD  
Persentase penduduk tidak tamat sekolah dasar, dapat mencerminkan sumber daya 
manusia di wilayah tersebut. Semakin besar tingkat persentasenya dapat menggambarkan 
masalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan akhirnya menurunkan akses pangan 
Tabel 5. Sebaran akses pangan tingkat desa/kelurahan berdasarkan indikator penduduk tidak 
tamat sekolah dasar 
Kriteria Jumlah Desa/kelurahan Persentase (%) 
Sangat rawan 19 7,66 
Rawan 33 13,31 
Agak rawan 65 26,42 
Cukup tahan 68 27,42 
Tahan 44 17,74 
Sangat tahan 19 7,66 
Jumlah 248 
  
100 
Hasil analisis data secara umum kondisi pendidikan penduduk umur lebih dari 15 
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tahun sudah cukup baik. Hasil tersebut didapat dari rata-rata seluruh wilayah sebesar 27,60 
persen atau kondisi cukup tahan pangan. Sebanyak 131 desa kondisi sudah cukup baik, yaitu 
dalam kondisi sangat tahan pangan sebanyak 19 desa/kelurahan, tahan pangan  sebanyak 44 
desa/kelurahan dan cukup tahan pangan sebanyak 68 desa/kelurahan. Sebanyak 117 
desa/kelurahan termasuk dalam kategori rawan pangan. Desa yang termasuk sangat rawan 
pangan jumlahnya sebanyak 19 desa/kelurahan, rawan pangan sebanyak 33 desa/kelurahan 
dan 65 desa termasuk rawan pangan. 
Indikator Rumah Berdinding Bambu 
Indikator rumah berdinding bambu digunakan untuk melihat kondisi ekonomi penduduk. 
Rumah merupakan aset kepemilikan yang dimiliki oleh rumah tangga, sehingga 
dimungkinkan dapat sejalan dengan kemampuan ekonominya. Semakin besar persentasenya 
di suatu desa/kelurahan dapat mengindikasikan bahwa masih terdapat masalah kemiskinan. 
Tabel 6. Sebaran kriteria akses pangan tingkat desa/kelurahan berdasarkan indikator rumah 
berdinding bambu 
Kriteria Jumlah Desa/kelurahan Persentase (%) 
Sangat rawan 84 33,87 
Rawan 20 8,06 
Agak rawan 17 6,85 
Cukup tahan 24 9,68 
Tahan 12 4,84 
Sangat tahan 91 36,69 
Jumlah 248 100 
Sumber: data sekunder diolah  
Desa/kelurahan di Kabupaten Batang memiliki akses pangan yang bervariasi dan 
menyebar secara merata di berbagai wilayah (Tabel 6). Secara umum, rumah berdinding 
bambu sebanyak 23,85 persen, yang menunjukan kondisi desa di Kabupaten Batang 
berdasarkan indikator rumah tangga berdinding bambu berada pada kondisi agak rawan. Desa 
yang berada pada kategori sangat rawan pangan jumlahnya cukup besar, yaitu mencapai 
33,87 persen. Sedangkan untuk wilayah tingkat rawan lainnya yaitu rawan pangan dan cukup 
rawan pangan persentasenya masing-masing 8,06 dan 6,85 persen. Desa yang mempunyai 
akses pangan yang baik sebanyak 127 desa, yang terdiri dari 24 desa/kelurahan (9,68 persen) 
dalam kategori cukup tahan pangan, sebanyak  12 desa  (4,84 persen) dalam kategori tahan 
pangan, dan  91 desa (36,69 persen) dalam kategori sangat tahan pangan. 
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Ketahanan pangan Kabupaten Batang berdasarkan akses pangan 
Kondisi ketahanan pangan 248 desa/kelurahan di Kabupaten Batang berdasarkan akses 
pangan ditentukan dari indeks komposit, yang didapat dari gabungan empat indikator, yaitu 
penduduk miskin, rumah tangga tidak akses listrik, penduduk tidak tamat sekolah dasar, dan 
rumah berdinding bambu. Tabel 7 menunjukkan sebaran desa/kelurahan menurut akses 
pangan. 
Tabel 7. Sebaran ketahanan pangan desa menurut indikator akses pangan di Kabupaten Batang 
Kriteria Jumlah Desa/kelurahan Persentase (%) 
Sangat rawan 0   0,00 
Rawan 1   0,40 
Agak rawan 1   0,40 
Cukup tahan 23   9,28 
Tahan 111 44,76 
Sangat tahan 112 45,16 
Jumlah 248 100 
Sumber: data sekunder diolah  
 
 
Gambar 1. Peta ketahanan pangan  dari aspek akses pangan di Kabupaten Batang 
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Sebanyak 246 desa/kelurahan yang berada pada tingkat tahan pangan, yaitu 23 
desa/kelurahan dalam kategori cukup tahan pangan dan 111 desa/ kelurahan dalam kategori 
tahan pangan, dan 112 desa/ kelurahan dalam kategori sangat tahan pangan. Selain itu, terdapat 
wilayah yang dalam kategori rawan pangan dan cukup rawan pangan masing-masing sebanyak 
1 desa/kelurahan. 
Desa Pancet memiliki nilai indeks komposit tertinggi di Kabupaten Batang yang 
nilainya sebesar 0,71 dan Desa Ngroto memiliki nilai indeks sebesar 0,57, nilai tersebut 
mencerminkan kondisi aspek akses pangan yang rendah. Masalah utama yang dihadapi oleh 
wilayah tersebut disebabkan oleh persentase penduduk miskin, persentase penduduk 
pendidikan tidak tamat SD umur lebih dari 15 tahun dan persentase rumah berdinding bambu. 
Kedua desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Reban dan letaknya di Kecamatan Reban 
yang terletak di dataran tinggi yang mayoritas pekerjaan utama penduduknya bidang pertanian, 
yaitu sebesar 70,67 persen. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten kurang lebih 37 km. Hal 
ini menjadi penyebab wilayah tersebut ada yang memiliki status rawan 
 
Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan 
Berdasarkan analisis pemetaan ketahanan pangan berdasarkan aspek akses pangan di 
248 desa/kelurahan di Kabupaten Batang, didapatkan kesimpulan bahwa masih banyak 
desa/kelurahan yang masih mengalami tingkat rawan pangan. Dilihat dari indikator penduduk 
miskin ditemukan sebanyak 56 desa tergolong pada tingkat rawan pangan, dari indikator 
penduduk berumur lebih 15 tahun yang tidak tamat sekolah dasar ditemukan sebanyak 117 
desa/kelurahan kondisinya berada pada tingkat rawan pangan, dan dari indikator rumah 
berdinding bambu ditemukan sebanyak 121 kondisinya berada pada tingkat rawan pangan. 
Sementara itu tidak ada satu pun desa yang tergolong pada tingkat rawan pangan dilihat dari 
indikator rumah tangga tidak akses listrik. Secara komposit aspek akses pangan, Kabupaten 
Batang merupakan wilayah yang tahan pangan, namun terdapat 2 desa dalam kondisi rawan 
pangan.  
Saran 
Untuk mencapai kondisi ketahanan pangan di 2 wilayah desa tersebut, penelitian ini 
memberikan saran antara lain baahwa Pemerintah Kabupaten melakukan perbaikan sistem 
pendidikan untuk mengurangi penduduk tidak tamat SD dan menyusun program perbaikan 
perekonomian masyarakat desa, khususnya pada daerah yang jauh dari ibukota kabupaten. 
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